IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil DPRD Provinsi Lampung

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung adalah bentuk
lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah di tingkat provinsi yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama
dengan pemerintah daerah, yang terdiri atas anggota partai politik peserta
pemilihan umum (Pemilu). DPRD Provinsi merupakan mitra kerja gubernur
(eksekutif). DPRD diatur dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2009.

DPRD Provinsi Lampung memiliki fungsi :

Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah.

Anggaran, kewenangan dalam hal anggaran daerah(APBD).

c. Pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan
peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.*

oo

Susunan dan kedudukan DPRD diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2003
tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Anggota
DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih

berdasarkan hasil pemilihan umum (Pemilu). Keanggotaan DPRD Provinsi

% Rozali Abdullah, 2011. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara
Langsung. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta. hal. 105
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diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada
saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji. Anggota DPRD
Provinsi berjumlah sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyaknya

100 orang.*! Berdasarkan hasil Pemilu legislatif tahun 2009, DPRD Provinsi

Lampung memiliki 75 anggota, yang terdiri dari 11 unsur partai politik.**

Tabel 1. Daftar Anggota DPRD Provinsi Lampung Hasil Pemilu 2009

NO | PARTAI NAMA DP

1. Hartarto Lojaya | (Bandar Lampung)

2. Dra. Srie Lestari | (Bandar Lampung)

3. Hi. Benny Uzer, SH Il (Lamsel, Pesawaran)

4, Hi. Dendy Ramadhona, ST | Il (Lamsel, Pesawaran)

5. Hi. Yudi Carlo, SH Il (Lambar, Tanggamus)
6. Hi. Firman Yani, SH Il (Lambar, Tanggamus)
7. | Demokrat || Yandri Nazir IV (Lamtim, Metro)

8. Hi.Bambang Iman S, S.Sos. | IV (Lamtim, Metro)

9. Hi. Toto Herwantoko V (Lampung Tengah)

10. Yasmine Asyik, SH. V (Lampung Tengah)

11. Ir. Hi. Sugiharto Atmoijoyo | V (Lampung Tengah)

12. Reza Aditya, SH VI (Lampura, Way Kanan)
13. Ir. Marwan Cik Asan, MM | VI (Lampura, Way Kanan)
14, Hi. Imer Darius, SE VIl (Tulangbawang)

15. Hj. Safariah W SH., MH. | (Bandar Lampung)

16. Drs. Hi. Tulus Purnomo W | Il (Lamsel, Pesawaran)

17. Watoni Noerdin, SH, MH Il (Lamsel, Pesawaran)

18. Palgunadi S.T.P. I11 (Lambar, Tanggamus)
19. Hi. Darwin Ruslinur, SE Il (Lambar, Tanggamus)
20. | PDIP Ketut Erawan, SH IV (Lamtim, Metro)

21. Hj. Nurhasanah, SH, MH IV (Lamtim, Metro)

22. | Komang Koheri, SE V (Lampung Tengah)

23. Sahzan Syafri, SH, MH V (Lampung Tengah)

24. Drs. Hi. Indra Bangsawan | VI (Lampura, Way Kanan)
25. Hi. Dedi Afrizal, S.Kep VII (Tulangbawang)

26. Ir.Firmansyah, M.Sc, MBA | | (Bandar Lampung)

3! Rozali Abdullah, Op. Cit, hal. 111.
%2 Data KPUD Provinsi Lampung (terlampir).
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217. Hi. Tony Eka Chandra I1(Lamsel, Pesawaran)

28. Hi. Sumadi, S.Sos, M.Si Il (Lamsel, Pesawaran)
29. | Golkar  [|r. Hi. Indra S. Ismail 11l (Lambar, Tanggamus)
30. Hj. Mega Putri T SE,MM IV (Lamtim, Metro)

31. Hi. Riza Mirhadi, SH V (Lampung Tengah)

32. I Gede Jelantik, SE. V (Lampung Tengah)

33. Hi. Indra karyadi, SH VI (Lampura, Way Kanan)
34. Ismet Roni, SH VIl (Tulangbawang)

35. Drs. Hi. Azwar Yacub VII (Tulangbawang)

36. Ir. Hantoni Hasan., M.Si. | (Bandar Lampung)

37. Drs. Hi. Gufron Azis Fuadi | Il (Lamsel, Pesawaran)

38. Ir. Hj. Nenden T, M.Si Il (Lambar, Tanggamus)
39. | PKS Hi. Ari Wibowo, LC. IV (Lamtim, Metro)

40. Hi. Nursalim V (Lampung Tengah)

41. Hi. Agus Kurniawan, ST VI (Lampura, Way Kanan)
42. Ir. Hi. A. Junaidi Auli ,MM | VII (Tulangbawang)

43. Donny Irawan, SE | (Bandar Lampung)

44, M. Hazizi, SE Il (Lamsel, Pesawaran)
45, Hi. Abdullah Fadri A, SH Il (Lambar, Tanggamus)
46. | PAN Yusuf Wibisono, S.Ag I11 (Lambar, Tanggamus)
47, Dra. Hj. Yulia Hasimah IV (Lamtim, Metro)

48. Hi. Suyatno.SW, SE, MM | V (Lampung Tengah)

49. Ahmad Bastari, S.Sos VI (Lampura, Way Kanan)
50. Elly Wahyuni, SE, MM | (Bandar Lampung)

51. Watiah Il (Lamsel, Pesawaran)

52. | Gerindra | Harry Ananda I1l (Lambar, Tanggamus)
53. Drs. Hi. A.Nyerupa, SH V (Lampung Tengah)

54. Drs. Hi. Erpani S. Jaya IV (Lamtim, Metro)

55. Farouk Danial, SH, CN VI (Lampura, Way Kanan)
56. Hi. Juprius, SE | (Bandar Lampung)

57. Hi. Andi Surya, MM Il (Lamsel, Pesawaran)
58. | Hanura Sri Dahliawaty, SH, M.Kn | Ill (Lambar, Tanggamus)
59. Ir. Hj. Nurhasanah IV (Lamtim, Metro)

60. Hi. Riswansyah D,SE,MBA | VI (Lampura, Way Kanan)
61. Drs. Hi. Jusni Sofjan, MM | VII (Tulangbawang)

62. M. Soleh Baijuri, S.Hi Il (Lamsel, Pesawaran)

63. Hi. Nur Zaini Il (Lambar, Tanggamus)
64. | PKB Drs.Hi. Abdul Haris IV (Lamtim, Metro)

65. Hi. Okta Rijaya, M, S.Hi VI (Lampura, Way Kanan)
66. Drs. Hi. Musa Zainudin V (Lampung Tengah)

67. Hj. Wardiyati Il (Lambar, Tanggamus)
68. Hi. Abdul Hakim Rasyid IV (Lamtim, Metro)

69. | PKPB Wayan Sudiksa, S.IP VI (Lampura, Way Kanan)
70. Hi. Sunardi, S.Sos, MH VII (Tulangbawang)

71. Hj. Zeldayatie Il (Lamsel, Pesawaran)
72. Hi. Misri Jaya Latief, SE Il (Lambar, Tanggamus)
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73. | PPP Drs. Munzir AS VIl (Tulangbawang)
74. PDK Hj. Zuliana Abidin,SE,M.Si | Il (Lamsel, Pesawaran)
75. Ir. Hj.Octoria Herrykadewi. | VII (Tulangbawang)

Sumber: (data di olah tahun 2012) DPRD Provinsi Lampung

B. Profil Partai Politik

1. Partai Demokrat

a. Sejarah Singkat Partai Demokrat

Partai Demokrat didirikan atas inisiatif saudara Susilo Bambang
Yudhoyono yang terilhami oleh kekalahan terhormat saudara Susilo
Bambang Yudhoyono pada pemilihan Calon wakil Presiden dalam

Sidang MPR tahun 2001.

Beberapa orang terpanggil nuraninya untuk memikirkan bagaimana
sosok SBY bisa dibawa menjadi Pemimpin Bangsa dan bukan
direncanakan untuk menjadi Wakil Presiden RI tetapi menjadi
Presiden RI untuk masa mendatang. Agar cita-cita tersebut bisa
terlaksana, jalan satu-satunya adalah mendirikan partai politik.
Perumusan konsep dasar dan platform partai sebagaimana yang
diinginkan SBY dilakukan oleh Tim Krisna Bambu Apus dan
selanjutnya tehnis administrasi dirampungkan oleh Tim yang dipimpin

oleh saudara Vence Rumangkang.

Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2001, saudara Vence

Rumangkang yang dibantu oleh saudara Drs. Sutan Bhatoegana
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berupaya mengumpulkan orang-orang untuk  merealisasikan
pembentukan sebuah partai politik. Pada akhimya, terbentuklah Tim 9
yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang bertugas untuk
mematangkan konsep-konsep pendirian sebuah partai politik yakni: (1)
Vence Rumangkang; (2) Dr. Ahmad Mubarok, MA.; (3) Drs. A. Yani
Wachid (almarhum); (4) Prof. Dr. Subur Budhisantoso; (5) Prof. Dr.
Irzan Tanjung; (6) RMH. Heroe Syswanto Ns.; (7) Prof. Dr. RF.
Saragjh, SH., MH.; (8) Prof. Dardji Darmodihardjo; (9) Prof. Dr. Ir.

Rizald Max Rompas; dan (10) Prof. Dr. T Rusli Ramli, MS.

Pada tanggal 9 September 2001, bertempat di Gedung Graha Pratama
Lantai XI, Jakarta Selatan dihadapan Notaris Aswendi Kamuli, SH., 46
dari 99 orang menyatakan bersedia menjadi Pendiri Partai Demokrat
dan hadir menandatangani Akte Pendirian Partai Demokrat. 53 (lima
puluh tiga) orang selebihnya tidak hadir tetapi memberikan surat kuasa
kepada saudara Vence Rumangkang. Kepengurusanpun disusun dan
disepakati bahwa Kriteria Calon Ketua Umum adalah Putra Indonesia
asli, kelahiran Jawa dan beragama Islam, sedangkan Calon Sekretaris
Jenderal adalah dari luar pulau jawa dan beragama Kristen. Setelah
diadakan penelitian, maka saudara Vence Rumangkang meminta
saudara Prof. Dr. Subur Budhisantoso sebagai Pejabat Ketua Umum
dan saudara Prof. Dr. Irsan Tandjung sebagai Pejabat Sekretaris
Jenderal sementara Bendahara Umum dijabat oleh saudara Vence

Rumangkang.
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Pada malam harinya pukul 20.30, saudara Vence Rumangkang
melaporkan segala sesuatu mengenai pembentukan Partai kepada SBY
di kediaman beliau yang saat itu sedang merayakan hari ulang tahun ke
52 selaku koordinator penggagas, pencetus dan Pendiri Partai
Demokrat. Dalam laporannya, saudara Vence melaporkan bahwa
Partai Demokrat akan didaftarkan kepada Departemen Kehakiman dan

HAM pada esok hari yakni pada tanggal 10 September 2001.

Kemudian pada tanggal 25 September 2001 terbitlah Surat Keputusan
Menkeh & HAM Nomor M.MU.06.08.-138 tentang pendaftaran dan
pengesahan Partai Demokrat. Dengan Surat Keputusan tersebut Partai
Demokrat telah resmi menjadi salah satu partai politik di Indonesia dan
pada tanggal 9 Oktober 2001 Departemen Kehakiman dan HAM RI
mengeluarkan Lembaran Berita Negara Nomor : 81 Tahun 2001
Tentang Pengesahan. Partai Demokrat dan Lambang Partai Demokrat.
Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton
Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan dan
dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakemas) Pertama pada
tanggal 18-19 Oktober 2002 di Hotel Indonesia yang dihadiri Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) seluruh

Indonesia.

Sejalan dengan deklarasi berdirinya Partai Demokrat, sebagai
perangkat organisasi dibuatlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga (AD/ART). Sebagai langkah awal maka pada tahun 2001
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diterbitkan AD/ART yang pertama sebagai peraturan sementara

organisasi. Pada tahun. 2003 diadakan koreksi dan revisi sekaligus

didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM Rl sebagai

Persyaratan berdirinya Partai Demokrat. Sejak pendaftaran tersebut,

AD/ART Partai Demokrat sudah bersifat tetap dan mengikat hingga

ada perubahan oleh forum Kongres ini.

b. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Lampung.

Susunan Pengurus

DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung

Ketua

Wakil Ketua |
Wakil Ketua 11
Sekretaris

Wakil Sekretaris |
Wakil Sekretaris |1
Wakil Sekretaris 111
Wakil Sekretaris IV
Bendahara

Wakil Bendahara |
Wakil Bendahara 11
Wakil Bendahara Il
Wakil Bendahara IV

Masa Bakti 2010-2015

: M. Ridho Ficardo

: Marwan Cik Hasan

: Yusuf Kohar

: Fajrun Najah Ahmad
: Muhammad Junaidi

: Dendi Ramadhona

: Hendarmin

. Arie Meizari

: August Thryanda

: Hj. Eva Dwiyana

: M. Irwan Nasution

: Yandri Nazir

: Agustian Ahmad Fadilah

2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

a. Sejarah Singkat PDIP

PDI merupakan fusi dari 5 parpol, yakni PNI, Parkindo, Partai katolik,

Murba dan IPKI, akibat keinginan rezim Orde Baru untuk melakukan

penataan dan penyederhanaan kepartaian dari 10 menjadi 3, yakni
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Golkar, PDI dan PPP. Dua partai terakhir merupakan hasil fusi yang
dipaksakan setelah melalui proses selama kurang lebih 3 tahun, baik
di balik layar maupun di parlemen. PDI berfusi pada 10 Januari 1973
sementara PPP pada 5 Januari 1973 setelah adanya “ancaman
pembubaran” oleh Socharto sebelum 11 Maret 1973. Fusi lima parpol
berlangsung pada 10 Januari 1973 tersebutlah yang kini dirayakan
sebagai hari ultah PDI Perjuangan. Kelima partai tersebut memiliki
latar belakang, basis sosial, ideologi dan sejarah perkembangan yang

sangat berbeda.

Pasca kelahiran PDI, dalam perjalanannya partai ini banyak
mengalami konflik politik diinternal DPP yang berakhir dengan krisis
kepemimpinan melanda PDI. Watak kader PDI sebagai
“pemberontak” terhadap rejim tak bisa dibunuh hanya dengan
menguburkan tokoh-tokoh senior. Generasi baru ini ternyata juga
memendam mimpi untuk dapat independen dan sekaligus tumbuh
menjadi partai besar. Dan ini dilihat sebagai ancaman bagi

kelangsungan kekuasaan dan dominasi Golkar dan militer.

Munculnya figur baru pada KLB Suarabaya, yaitu Megawati yang
menurut penguasa lebih  mengancam maka dengan segala
kemungkinan cara akhirnya ditempuh penguasa untuk menghalangi
kemunculan figur ini. Tetapi tekad arus bawah, dukungan publik dan
media, serta konsistensi sikap membawa kemenangan de facto bagi

Megawati untuk memimpin DPP. Keputusan KLB sudah tentu ditolak
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penguasa. Kekuatan-kekuatan rejim yang berada dalam parpol terus
dimobilisasi untuk menggagalkan hal ini. Tapi hasilnya sangat
mengcewakan rejim. Akhirnya, lewat proses Munas di Jakarta
penguasa dengan terpaksa harus mengakui legalitas formal Mega

sebagai pimpinan baru.

Tapi ini tidak membuat penguasa berputus asa. Segala jalan tetap
ditempuh untuk menyudahi perannya, apalagi tanda-tanda bahwa PDI
akan menjadi kekuatan sangat berpengaruh mulai jelas tampak di
bawah kepemimpinan Megawati. Mencari figur untuk “mengimbangi”
Mega dalam pengaruh di arus bawah bukan pekerjaan mudah.
Sejumlah tokoh senior partai seperti Budi Hardjono sudah coba diplot.
Tapi hasilnya tetap mengecewakan. Dalam kepanikan inilah figur
Soerjadi  kembali dilirik. Dalam  konteks inilah, sebuah
persekongkolan dibangun. Muncul tuntutan dari daerah-daerah untuk
menyelenggarakan KLB untuk mengakhiri kepemimpinan Mega, hasil

akhirnya adalah DPP kembar.

Di tingkat Jakarta dan daerah-daerah, perlawanan kolektif yang
melibatkan elemen lebih luas, termasuk LSM, terhadap hasil KLB
muncul secara konsisten. Di tengah-tengah keputusasaan ini, cara
kekerasan dijadikan pilihan oleh penguasa. Hasilnya adalah Peristiwa
27 Juli 1996 yang memakan korban jiwa dan harta benda yang besar.
Peristiwa ini melahirkan kehebohan politik maha besar, bahkan

hingga ke dunia internasional. Mega dan PDI dihadapkan pada
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pilihan-pilihan yang sulit. Godaan untuk melakukan perlawanan masif
terbuka, apalagi dukungan rakyat demikian kongkrit. Tetapi akhirnya
Mega memutuskan untuk menggunakan instrumen legal untuk
menyudahi kasus ini. Munculah TPDI yang secara konsisten

menguasai dan sekaligus mendikte opini publik.

Di luar perhitungan penguasa, peristiwa kelabu 27 Juli justru berbalik
menjadi titik awal kebangkitan perlawanan masif terhadap Orba. Dan
ini dibuktikan dengan jelas dari meluasnya aksi perlawanan terhadap
Orba dan hilang totalnya suara PDI Soerjadi dalam Pemilu 1997.
Kebangkrutan total dalam Pemilu dan turunnya Soeharto tidak secara
otomatis membawa perubahan sikap penguasa Habibbie atas status
legal PDI. Kehendak untuk tetap memastikan PDI tidak muncul
sebagai partai besar dan kehendak untuk mengeliminasi Megawati
tetap menjadi obsesi. Karenanya, Kongres PDI di Palu tetap
mendapatkan dukungan penuh penguasa. Tetapi rakyat punya cara
sendiri untuk mengadili kubu Soerjadi dan sekaligus memberikan
dukungan bagi Megawati. Pada gilirannya, Pemilu 1999 menjadi
arena pembuktian. PDI Soerjadi bangkrut total, sementara PDI
Perjuangan mendapatkan dukungan luar biasa: hampir 35% di tingkat
nasional. Untuk mensiasati posisi politik rejim yang belum juga
berubah, akhirnya dalam KLB di Bali diputuskan perubahan nama ke
PDI Perjuangan. Hal ini semata-mata guna dapat memenuhi syarat

legal untuk dapat menjadi peserta pemilu.
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b. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Lampung

Susunan Pengurus
DPD PDIP Provinsi Lampung
Periode 2010-2015

Ketua : Drs. Hi. Sjachroedin ZP, SH.
Wakil Ketua : Mingrum Gumay, SH, MH.
Wakil Ketua : Drs. Tulus Purnomo

Wakil Ketua : Yanuar lrawan, SE.

Wakil Ketua . Ir. Ferdi Gunsan HS.

Wakil Ketua : Erwin Tunggul Setiawa, SH.
Wakil Ketua : Wantoni Noerdin, SH.

Wakil Ketua : Rycko Menoza SZP, SE, SH, MBA.
Wakil Ketua : Hj. Syafariah Widianti, SH,MH.
Wakil Ketua : Dadang Sumpena, S.Sos.

Wakil Ketua : | Komang Koheri, SE.

Wakil Ketua : Hi. Darwin Ruslinur

Wakil Ketua : Ir. Ismiyatun

Wakil Ketua . Aprilliati, SH.

Sekretaris : Dedi Afrizal, S.Kep.

Wakil Sekretaris : Galih Priadi SS, S.I.Kom
Wakil Sekretaris : Hj. Metty Herawati, SH.
Bendahara > Sudin

Wakil Bendahara : Hj. Yustianingsih, SE.

3. Partai Golkar

a. Sejarah Singkat Partai Golkar

Sejarah Partai Golkar bermula pada tahun 1964 dengan berdirinya
Sekber Golkar di masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Sekber
Golkar didirikan oleh golongan militer, khususnya perwira Angkatan
Darat ( seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-
puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan

dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).
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Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar
ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam
kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang
makin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan
fungsional/golongan karya murni yang tidak berada dibawah pengaruh
politik tertentu. Terpilih sebagai Ketua Pertama Sekber Golkar adalah
Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor
Jenderal (Mayjen) Suprapto Sukowati lewat Musyawarah Kerja

Nasional (Mukernas) I, Desember 1965.

Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber Golkar ini
kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7
(tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:

1) Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)

2) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)

3) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)

4) Organisasi Profesi

5) Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)

6) Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)

7) Gerakan Pembangunan Untuk menghadapi Pemilu 1971,
Tujuh KINO yang merupakan kekuatan inti dari Sekber Golkar
tersebut, mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari
1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda

gambar yaitu Golongan Karya (Golkar). Logo dan nama ini, sejak

Pemilu 1971, tetap dipertahankan sampai sekarang.
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Pada Pemilu 1971 ini, Sekber Golkar ikut serta menjadi salah satu
konsestan dan berhasil menang dengan 62,79 % dari total perolehan
suara. Perolehan suaranya pun cukup merata di seluruh propinsi,

berbeda dengan parpol yang berpegang kepada basis tradisional.

NU hanya menang di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Partai
Katholik di Nusa Tenggara Timur, PNI di Jawa Tengah, Parmusi di
Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan Murba tidak memperoleh suara
signifikan sehingga tidak memperoleh kursi DPR. Kemudian, sesuai
ketentuan dalam ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan
kembali kehidupan politik Indonesia, pada tanggal 17 Juli 1971 Sekber

Golkar mengubah dirinya menjadi Golkar.

Golkar menyatakan diri bukan parpol karena terminologi ini
mengandung  pengertian dan pengutamaan politik  dengan
mengesampingkan pembangunan dan karya. September 1973, Golkar
menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) | di Surabaya.
Mayjen Amir Murtono terpilih sebagai Ketua Umum. Setelah
Peristiwa G30S maka Sekber Golkar, dengan dukungan sepenuhnya
dari Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksi-aksinya
untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan PKI, kemudian juga
kekuatan Bung Karno. Pada dasarnya Golkar dan TNI-AD merupakan

tulang punggung rezim militer Orde Baru.

Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh

pimpinan militer dan Golkar. Selama puluhan tahun Orde Baru
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berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan
yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader-kader Golkar.
Keluarga besar Golongan Karya sebagai jaringan konstituen, dibina
sejak awal Orde Baru melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A
untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur

G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi.

Pemuka ketiga jalur terebut melakukan fungsi pengendalian terhadap
Golkar lewat Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis. Jadi
Pimpinan Pemilu Dalam pemilu Golkar yang berlambang beringin ini
selalu tampil sebagai pememang. Kemenangan Golkar selalu diukir
dalam pemilu di tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Arus

reformasi bergulir.

Tuntutan mundur Presiden Soeharto menggema di mana-mana.
Soeharto akhirnya berhasil dilengserkan oleh gerakan mahasiswa. Hal
ini kemudian berimbas pada Golkar. Karena Soeharto adalah penasehat
partai, maka Golkar juga dituntut untuk dibubarkan. Akbar Tandjung
yang terpilih sebagai ketua umum di era ini kemudian mati-matian
mempertahankan partai. Di bawah kepemimpinan Akbar, Golkar
berubah wujud menjadi Partai Golkar. Saat itu Golkar juga mengusung
citra sebagai Golkar baru. Upaya Akbar tak sia-sia, dia berhasil
mempertahankan Golkar dari serangan eksternal dan krisis citra, inilah
yang membuat Akbar menjadi ketua umum Golkar yang cukup

legendaris.
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b. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Lampung

Susunan Pengurus
DPD Partai Golkar Provinsi Lampung
Masa Bakti 2009-2015

Ketua

Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Bendahara
Wakil Bendahara
Wakil Bendahara
Wakil Bendahara
Wakil Bendahara
Wakil Bendahara
Wakil Bendahara
Wakil Bendahara
Wakil Bendahara

: M. Alzier Dianis Thabranie, SE.
- Ir. Ismet H. Jayanegara

: Hi. Indra Karyadi, SH.

. Hi. Riza Mihardi, SH.

:Ir. Hi. Indra S. Ismail, MM.

: Drs. | Made Bagiasa

: Dra. Maryati Alhabul Yamin

: Hi. Toni Isa, BA.

: Hi. Yuria Putra Tubarad, SE, MM.
: Entong Haris, SE.

: Drs. Hi. Najammuddin, SH, MH.
: Drs. IDG Oka Djaja Kusuma

: Ali Imron, S.Hi.

: Nedi Heryandi, SH, MH.

: Hi. A. Pairin, S.Sos.

: Hj. Fauzia Muhajir Utomo, SH.

: Hi. Ismet Roni, SH.

. Hi. Iberahim Bastari

: Suwondo Anwar WS, S.1.Kom

. Asep Yani

: Hj. Husmiyati Syohmin, SH.

: M. Rosmala Dewi Anwar, SH, MH.
: Muhidin, S.Sos.

: Hi. Supriadi Hamzah, SH.

: Dr. (C) Hj. Rini Tayati, SE, MM.
: Drs. Hi. Azwar Yacub

: Hj. Nuraini Effendi

. Sevi Anggraini

. Dasril Yanto, S.Sos.

: Agus Setiawati, S.Sos. MM.

: Kurniatisyah

: Lukse Tobing

: Benson Wertha

. Sulistiana

: Mas’ad Wahyudi
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4. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

a. Sejarah Singkat PKS

Pada 20 Juli 1998 PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan
(disingkat PK) dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar,
Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden (ketua) partai ini adalah

Nurmahmudi Isma’il.

Akibat UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya
batas minimum keikut sertaan parpol pada pemilu selanjutnya
(electoral threshold) dua persen, maka PK harus merubah namanya
untuk dapat ikut kembali di Pemilu berikutnya. Pada 2 Juli 2003, Partai
Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) menyelesaikan seluruh proses
verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat
Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan
Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Sehari kemudian, PK bergabung
dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK
menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya.
Dengan penggabungan ini maka PK (Partai Keadilan) resmi berubah

nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera).



b. Dewan Pengurus Wilayah PKS Lampung

Susunan Kepengurusan
DPW PKS Provinsi Lampung
Masa Bakti 2010-2015

Pertimbangan Wilayah (MPW)
Ketua : Ir. Hi. Hantoni Hasan, M.Si.

Dewan Syariah Wilayah (DSW)
Ketua : Hi. Komarudin Imron, Lc.

Dewan Pengurus Wilayah (DPW)

Ketua Umum : Drs. Hi. Gufron Aziz Fuadi
Wakil Ketua Umum . Ir. Hi. Johan Sulaiman, MM.
Sekretaris Umum : Ir. Hi. Murdiansyah Mulkan
Bendahara Umum : Agus Kurniawan

Bidang Kaderisasi

Ketua : Hi. Mufti Salim, Lc. MA.
Bidang Kebijakan Publik

Ketua : Ir. Hi.A. Junaidi Auly, MM.
Bidang Pembinaan Keumatan

Ketua - Ir. Hi. Akhmadi Sumaryanto
Bidang Perempuan

Ketua : Linda Wuni, S.TP.

Bidang Kelembagaan Sosial

Ketua > Yusuf Effendi, SE.

Bidang Ekonomi & Kewirausahaan

Ketua : Hi. Yusnandi, ST.

Bidang Generasi Muda & Profesi

Ketua : Aep Saripudin, SP.

Bidang Kepanduan & Olahraga

Ketua : Cucu Mulyono

Bidang Pengembangan SDM & Kepemimpinan

Ketua : Ade Utami Ibnu, SE.

Bidang Koordinasi Humas
Ketua : Detti Febrina, SP.

84



85

5. Partai Amanat Nasional (PAN)

a. Sejarah Singkat PAN

Kelahiran Partai Amanat Nasional (PAN) dibidani oleh Majelis
Amanat Rakyat (MARA), salah satu organ gerakan reformasi pada era
pemerintahan ~ Soeharto;  PPSK  Yogyakarta,  tokoh-tokoh
Muhamadiyah, dan Kelompok Tebet. PAN dideklarasasikan di Jakarta
pada 23 Agustus, 1998 oleh 50 tokoh nasional, di antaranya Prof. Dr.
H. Amien Rais, Faisal Basri MA, Ir. M. Hatta Rajasa, Goenawan
Mohammad, Dr. Rizal Ramli, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty,

Prof. Dr. Emil Salim, A.M. Fatwa, Zoemrotin, dan lainnya.

Sebelumnya pada pertemuan tanggal 5-6 Agustus 1998 di Bogor,
mereka sepakat membentuk Partai Amanat Bangsa (PAB) yang
kemudian berubah nama menjadi Partai Amanat Nasional (PAN).
PAN bertujuan menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat,
keadilan, kemajuan material dan spiritual. Cita-cita partai berakar
pada moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. Selebihnya PAN
menganut  prinsip nonsektarian dan nondiskriminatif. Untuk
terwujudnya Indonesia baru. Titik sentral dialog adalah keadilan
dalam mengelola sumber daya sehingga rakyat seluruh Indonesia

dapat benar-benar merasakan sebagai warga bangsa.



b. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Lampung

Susunan Pengurus
DPW PAN Provinsi Lampung
Masa Bakti 2010-2015

Ketua : H. Abdurrachman Sarbini
Wakil Ketua : H. Abdullah Sani Thaib
Wakil Ketua : Miruyama

Wakil Ketua . Iskandar Z Hifnie

Wakil Ketua : H. Munjidi Asmarantaka
Wakil Ketua : Hj. Yulia Hasimah
Wakil Ketua : Ahmad Bastari

Wakil Ketua : Rusmunandar

Wakil Ketua : H. Suyatno SW

Wakil Ketua : Agus Bhakti Nugroho
Wakil Ketua . Adi Chandra

Wakil Ketua : Hamrin Sugandhi

Wakil Ketua : H. Herman Sismono
Wakil Ketua : H. Thohir Hasyim
Wakil Ketua : Gunawan Raka

Wakil Ketua : H. Fatiqul Qomar

Wakil Ketua : H. Iswan Hendy Caya
Wakil Ketua : Adriwansyah

Wakil Ketua : Sabar Aryono

Wakil Ketua : H. Mukson Hadi Wijaya, SH.
Wakil Ketua : Yusuf Wibisono

Wakil Ketua : Joko Nugroho

Wakil Ketua : Ahmad Arifin

Wakil Ketua : H. Gustam Yusuf

Wakil Ketua : Mikhani

Sekretaris : H. M. Hazizi

Wakil Sekretaris : Yulius Irsa

Wakil Sekretaris : Syahdan Bren

Wakil Sekretaris : Fauzi M. Arifin

Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris

. Taufik Bestari

: Susantini Mardi

: Marpen Efendi

. Ismir Tanjung

: Najmi Damsyik

- R. Ananto Pratomo

: Riswanda

: Mukadi Ida Setiawan
: Faid Uyunantri

: Darwin Hifni



Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris

: Ali Imron

: Asmara Dewi

: Rahmat Hidayat
: Imam Syaprudin

Wakil Sekretaris : H. Masdulhagq
Wakil Sekretaris : Imam Zailani

Wakil Sekretaris . Azhari

Wakil Sekretaris . Siswati

Wakil Sekretaris : Cecep Arief Rahman
Wakil Sekretaris : Syahrial

Wakil Sekretaris
Bendahara

Wakil Bendahara
Wakil Bendahara
Wakil Bendahara
Wakil Bendahara
Wakil Bendahara
Wakil Bendahara

: Firman Muntako

: H. Edison Hadjar

: Donny Irawan

: Edi Natamenggala

: Hidayat Manipolin

: Fanzelan Beliuk

. lin Indrawati Arsyad
: H. TB. A. Rifa’at

Wakil Bendahara : Kausar

Wakil Bendahara : Dewantara

Wakil Bendahara : ElImayati R. Akbar
Wakil Bendahara . Abdul Muaris

Wakil Bendahara
Wakil Bendahara
Wakil Bendahara
Wakil Bendahara

: Suherman Mustafa
: Romudin Adam

: H. Kamal Zunaidy
: Deri Adriansyah

6. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

a. Sejarah Singkat Partai Gerindra
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Bermula dari Keprihatinan, Partai Gerindra lahir untuk mengangkat

rakyat dari jerat kemelaratan, akibat permainan orang-orang yang tidak

peduli pada kesejahteraan. Dalam sebuah perjalanan menuju Bandara

Soekarno-Hatta, terjadi obrolan antara intelektual muda Fadli Zon dan

pengusaha Hashim Djojohadikusumo. Ketika itu, November 2007,

keduanya membahas politik terkini, yang jauh dari nilai-nilai

demokrasi sesungguhnya.
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Gagasan pendirian partai pun kemudian diwacanakan di lingkaran
orang-orang Hashim dan Prabowo. Rupanya, tidak semua setuju. Ada
pula yang menolak, dengan alasan bila ingin ikut terlibat dalam proses
politik sebaiknya ikut saja pada partai politik yang ada. Setelah
perdebatan cukup panjang dan alot, akhirnya disepakati perlu ada
partai baru yang benar-benar memiliki manifesto perjuangan demi
kesejahteraan rakyat. Untuk mematangkan konsep partai, pada
Desember 2007, di sebuah rumah, yang menjadi markas IPS (Institute
for Policy Studies) di Bendungan Hilir, berkumpulah sejumlah nama.
Selain Fadli Zon, hadir pula Ahmad Muzani, M. Asrian Mirza, Amran
Nasution, Halida Hatta, Tanya Alwi dan Haris Bobihoe. Mereka
membicarakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART)

partai yang akan dibentuk.

Pembentukan  Partai  Gerindra terbilang mendesak.  Sebab
dideklarasikan berdekatan dengan waktu pendaftaran dan masa
kampanye pemilihan umum, yakni pada 6 Februari 2008. Dalam
deklarasi itu, termaktub visi, misi dan manifesto perjuangan partai,
yakni terwujudnya tatanan masyarakat indonesia yang merdeka,
berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan
berketuhanan yang berlandaskan Pancasila sebagaimana termaktub

dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945.

Partai Gerindra terpanggil untuk memberikan pengabdiannya bagi

bangsa dan negara dan bertekad memperjuangkan kemakmuran dan
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keadilan di segala bidang. Nama partai harus memperlihatkan karakter
dan ideologi yang nasio-nalis dan kerakyatan sebagaimana manifesto
Gerindra. Tersebutlah nama “Partai Indonesia Raya”, namun nama
partai ini pernah digunakan di masa lalu, yakni PIR (Partai Indonesia
Raya) dan Parindra, hingga pada akhirnya tercetuslah nama Gerakan

Indonesia Raya.

Lambang Partai Gerindra merupakan ide dari Prabowo yang
menyampaikan untuk menggunakan kepala burung garuda sebagai
lambing partai. Perpaduan antara nama dan lambang yang tepat, sebab
keduanya menggambarkan semangat kemandirian, keberanian dan
kemakmuran rakyat. Kepala burung garuda yang menghadap ke kanan,
melambangkan keberanian dalam bersikap dan bertindak. Sisik di leher
berjumlah 17, jengger dan jambul 8 buah, bulu telinga 4 buah, dan
bingkai gambar segi lima yang seluruhnya mengandung arti hari
kemerdekaan, 17-8-1945. Dalam perjalanannya kemudian, terbukti,
Gerindra mendapatkan tempat di hati masyarakat, meski berusia muda.
Ketika iklan kampanye gencar dilakukan, burung garuda dan suaranya
ikut memberi latar belakang sehingga para penonton merasa tergugah

dengan iklan tersebut.
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b. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Lampung

Susunan Pengurus

DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung

Ketua

Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Bendahara
Wakil Bendahara
Wakil Bendahara
Wakil Bendahara
Wakil Bendahara

Periode 2011-2016

: H. Gunadi Ibrahim, SE.
: Drs. Mihdar Ilyas, MM.

: M. Jimmy Khomeini E, SH.
: Elly Wahyuni, SE, MM.

. Ikhwan Fadil Ibrahim, SH.
: M. Fahruddin

: Azwar Safarudin

: Watiah

: Hendra

: Drs. MD. Kresna

: | Made Suarjaya, SH.

: Pattimura, SE.

: Waris Basuki, SH.

. A. Arfan Feri Dalimonte

: Asroni Paslah, S.Pd.

: Hj. Meisy Leliyana Sari, SE.
: Willy Lesmana

: Elis Herlina, SE, MM.

: Trie Eka Fitri

: Nyi Ayu Faziah

: Aderly Imelia Sari, ST.

: Harry Ananda

: Munawir Somad

: Imelda

: Vinarto, S. Ag.

: Dwi Oktavianti, SE.

7. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

a. Sejarah Singkat Partai Hanura

Pendirian Partai Hanura dirintis oleh Wiranto bersama tokoh-tokoh

nasional yang menggelar pertemuan di Jakarta pada tanggal 13-14
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November 2006. Forum tersebut melahirkan delapan kesepakatan

penting sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

Dengan memperhatikan kondisi lingkungan global, regional,
dan nasional, serta kinerja pemerintahan RI selama ini,
mengisyaratkan bahwa sejatinya Indonesia belum berhasil
mewujudkan apa yang diamanatkan UUD 1945.

Memperhatikan kinerja pemerintahan sekarang ini maka
kemungkinan tiga tahun yang akan datang akan sulit diharapkan
adanya perubahan yang cukup signifikan, menyangkut
perbaikan nasib bangsa.

Oleh sebab itu perjuangan untuk mewujudkan terjadinya
sirkulasi kepemimpinan nasional dan pemerintahan bukan lagi
untuk memenuhi ambisi perorangan atau kelompok, namun
merupakan perjuangan bersama untuk menyelamatkan masa
depan bangsa.

Perjuangan itu membutuhkan keberanian untuk menyusun
strategi jangka panjang pada keseluruhan tatanan kehidupan
berbangsa dan bernegara guna mengembalikan kemandirian dan
kebanggaan kita sebagai bangsa.

Untuk itu diperlukan kepemimpimpinan yang jujur, bijak, dan
berani yang dapat menggalang persatuan, kebersamaan, dan
keikhlasan, sebagaimana dahulu para pendahulu kita ‘berhimpun

bersama sebagai bangsa untuk mencapai kemerdekaan’.
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Sekarang saatnya kita berhimpun kembali sebagai bangsa guna
menyelamatkan negeri kita.

6) Kita kembangkan semangat perjuangan, ‘Semua untuk satu, satu
untuk semua’. Artinya, semua harus memberikan yang terbaik
untuk satu tujuan bersama, yakni membentuk pemerintahan
yang jujur dan berkualitas. Selanjutnya, pemerintahan itu benar-
benar akan bekerja semata-mata untuk kepentingan rakyat
Indonesia.

7) Perjuangan itu akan kita wadahi dalam sebuah partai politik.

8) Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati dan melindungi
perjuangan yang tulus dan ikhlas ini demi masa depan Indonesia

yang kita cintai bersama.

Delapan kesepakatan itu kemudian ditindaklanjuti dalam wadah partai
politik bernama Partai Hati Nurani Rakyat, disingkat Partai Hanura.
Pendeklarasian partai ini diselenggarakan pada tanggal 21 Desember

2006 di Jakarta.

Komposisi dewan pendiri Partai Hanura di antaranya adalah: Jend.
TNI (Purn) Wiranto, Yus Usman Sumanegara, Dr. Fuad Bawazier, Dr.
Tuti Alawiyah AS., Jend. TNI (Purn) Fachrul Razi, Laks TNI (Purn)
Bernard Kent Sondakh, Prof. Dr. Achmad Sutarmadi, Prof. Dr. Max
Wullur, Prof. Dr. Azzam Sam Yasin, Jend. TNI (Purn) Subagyo HS.,
Jend. Pol (Purn) Chaeruddin Ismail, Samuel Koto, LetJen. TNI (Purn)

Suaidi Marasabessy, Marsdya TNI (Purn) Budhy Santoso, Djafar
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Badjeber, Uga Usman Wiranto, Letjen. TNI (Purn) Ary Mardjono,

Elza Syarief, Nicolaus Daryanto, Anwar Fuadi, Dr. Teguh Samudra

dan lain-lain.

b. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Lampung

Susunan Pengurus

DPD Partai Hanura Provinsi Lampung

(PIt.) Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
(PIt.) Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Bendahara
Wakil Bendahara
Wakil Bendahara

. Ir. Albertus Haryono, M.Sc.
: Hj. Gusnaini Jaya Putri, SE.

: H. Ali Yusuf Tabana, SH, MM.
: Kombes Pol (Purn) H. Akmal Nesal, MH.
: MW. Hj. Yusronida Suragala
: Yanto Sahrial, SH.

: Arutama Indra Djauhari, SH.

: Toton, SE.

: DR. Ir. Heri Riyanto, MT.

: Dra. Eka Kartikawati

: Drs. Zulkifli Husin, MM, MH.
: Dr. Hadi Mulyono

: Rufinus Sirait, SH.

: H. AS. Mutawalli, BA.

: Edward Sihombing, SE.

: Triandari Lestianingrum, SE.

. Asri Pujiati, SE, MM.

. Safei Chaniago, SH.

: Drs. Miswan Gimanti

: Nuraini

: Sukoyo, SE.

: Napilion Aswari

: Sri Dahliawati, SH, M.Kn.

: Drs. Ahmad Taufik

: Liana Rose, SE.

: Miftahul Bahri, ST.

: Abu Hasan, ST.

: Machdalena

: Kasnanto, SE.

: Bedi Zainuddin, SE.

: Yudhinanto Cahyo Nugroho, SE, MM.
. Ir. Hj. Nurhasanah, MM.

. Ir. Maria Septijantini, MM.

. Ir. Hj. Putri Adhawati
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Wakil Bendahara : Robinson R., SE.
Wakil Bendahara : Drs. Masnawati
Wakil Bendahara : Elva E. Surya

8. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

a. Sejarah Singkat PKB

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser keprabon sebagai
akibat desakan arus reformasi yang kuat, mulai yang mengalir dari
diskusi terbatas, unjuk rasa, unjuk keprihatinan, sampai istighosah dan

lain sebagainya.

Peristiwa ini menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang kemudian
disebut era reformasi. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus
Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga
NU di seluruh pelosok tanah air. Usulan yang masuk ke PBNU sangat
beragam, ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk
parpol, ada yang mengusulkan nama parpol. Tercatat ada 39 nama
parpol yang diusulkan. Nama terbanyak yang diusulkan adalah

Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat dan Kebangkitan Bangsa.

Ada juga yang mengusulkan lambang parpol. Unsur-unsur yang
terbanyak diusulkan untuk lambang parpol adalah gambar bumi,
bintang sembilan dan warna hijau. Ada yang mengusulkan bentuk
hubungan dengan NU, ada yang mengusulkan visi dan misi parpol,
AD/ART parpol, nama-nama untuk menjadi pengurus parpol, ada juga

yang mengusulkan semuanya. Di antara yang usulannya paling
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lengkap adalah Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai KH M Cholil
Bisri dan PWNU Jawa Barat. Dalam menyikapi usulan yang masuk
dari masyarakat Nahdliyin, PBNU menanggapinya secara hati-hati.
Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan bahwa hasil Muktamar NU
ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU
tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan
kegiatan politik praktis. Namun demikian, sikap yang ditunjukan
PBNU belum memuaskan keinginan warga NU. Banyak pihak dan
kalangan NU dengan tidak sabar bahkan langsung menyatakan
berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat.
Diantara yang sudah mendeklarasikan sebuar parpol adalah Partai
Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat

(Perkanu) di Cirebon.

Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah
PBNU tanggal 3 Juni 1998 yang menghasilkan keputusan untuk
membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi
warga NU. Tim Lima diketuai oleh KH Ma'ruf Amin (Rais
Suriyah/Koordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam
Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Agqil Siradj, M.A. (Wakil
Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir,S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan
Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk mengatasi
hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan

PBNU.
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Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim
Lima seiring semakin derasnya usulan warga NU untuk menginginkan
partai politik, maka pada Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah
PBNU tanggal 20 Juni 1998 memberi Surat Tugas kepada Tim Lima,
selain itu juga dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin
Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin
Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma'ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A.,
Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman
Saifuddin, Drs. Amin Said Husni dan Muhaimin Iskandar. Tim
Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam mengiventarisasi dan
merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, dan membantu
warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewadahi

aspirasi poitik warga NU.

Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan
rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasikan tugas-tugasnya.
Tanggal 26 - 28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan
konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan
awal pembentukan parpol. Pertemuan ini menghasilkan lima
rancangan, Yaitu Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi
Politik, Mabda' Siyasiy, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART

dan Naskah Deklarasi.



b. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Lampung

Susunan Pengurus

DPW PKB Provinsi Lampung

DEWAN SYURA

Ketua

Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota

DEWAN TANFIDZ

Ketua

Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Bendahara
Wakil Bendahara

Masa Bakti 2011-2016

: Drs. KH. Hafifuddin Hanief, S.Pd.l.
: KH. Abdul Chalim

: Drs. KH. Heriyuddin Yusuf

: KH. Muhtar Ghozali

- Ust. Cecep Badarudin

: H.M. Amin Thohari

: Hj. Maryati Ashabul Yamin

: KH. Khoiril Anwar

: KH. Imam Samidin

: Gus Umar Anshori Khusnan

: Drs. Hi. Musa Zainuddin
: Khaidir Bujung, S.Ag.

: Tabrani Rajab, S.Ag.

: Ratna Wilis, SH.

: Dra. Mardiari Kasma

: Hi. Okta Rijaya M., M.Si.
: Rahma Diyanti, SH., M.Kn.
: Hj. Nur Aisiah Maliha

: Agustina Wiwiek

: Nur Halimah, S.Sos.

: Drs. M. Effendi.

: Mahali A. Syarwi, SE.

9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
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a. Sejarah Singkat PPP

Partai Persatuan Pembagunan (PPP) didirikan tanggal 5 Januari 1973,

sebagai hasil fusi politik empat partai Islam, yaitu Partai Nadhlatul
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Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam
Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti. Fusi ini menjadi simbol
kekuatan PPP, yaitu partai yang mampu mempersatukan berbagai faksi
dan kelompok dalam Islam. Untuk itulah wajar jika PPP Kini

memproklamirkan diri sebagai “Rumah Besar Umat Islam.”

PPP didirikan oleh lima deklarator yang merupakan pimpinan empat
Partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok

persatuan pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di DPR.

PPP berasaskan Islam dan berlambangkan Ka'bah. Akan tetapi dalam
perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan Orde Baru, PPP
pernah menanggalkan asas Islam dan menggunakan asas Negara
Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peratururan perundangan
yang berlaku sejak tahun 1984. Pada Muktamar | PPP tahun 1984 PPP
secara resmi menggunakan asas Pancasila dan lambang partai berupa
bintang dalam segi lima. Setelah tumbangnya Orde Baru yang ditandai
dengan lengsernya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998 dan dia
digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie, PPP kembali
menggunakan asas Islam dan lambang Ka'bah. Secara resmi hal itu
dilakukan melalui Muktamar 1V akhir tahun 1998. Walau PPP kembali
menjadikan Islam sebagai asas, PPP tetap berkomitemen untuk
mendukung keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila. Hal ini ditegaskan
dalam Pasal 5 AD PPP yang ditetapkan dalam Muktamar VIl Bandung

2011 bahwa: “Tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani
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yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, dan demokratis dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di

bawah ridha Allah Subhanahu Wata’ala.”

b. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPP Lampung

Susunan Pengurus
DPW PPP Provinsi Lampung
Masa Bakti 2011-2016

Ketua : Hi. MC. Imam Santoso, SH, MH.
Wakil Ketua : Hi. Hamami Nurdin JS.
Wakil Ketua : P Azazie STGD, SE.

Wakil Ketua : Hi. Hali Fahmi Almarosyi, SE.
Wakil Ketua : Drs. Yunus Fiscal, MM.AK.
Wakil Ketua : Hj. Zeldayatie

Wakil Ketua : Hi. Mega Putra, SE.

Wakil Ketua : Drs. Hi. Munzir AS.

Wakil Ketua : Hj. Maria Meri Tamanuri
Wakil Ketua : Drs. Hanafi Aman, ST.
Sekretaris : Hasanusi, BBA.

Wakil Sekretaris : Ujang Tommy, SH, MH.
Wakil Sekretaris : A.K. Yohanson, S.Ag.
Wakil Sekretaris : Darmawansyah

Wakil Sekretaris . Rifki Assofani, SH.

Wakil Sekretaris : Harsani Merawi, SH.

Wakil Sekretaris :Ir. AM. Zuhri

Wakil Sekretaris : Tini Marlina, SS, MM.
Wakil Sekretaris . Hi. Chairul Anwar Satar, SE.
Wakil Sekretaris : Dra. Rosmiyati, MM.AK.
Bendahara : Aprozi Alam, SE.

Wakil Bendahara : Drs. Ibnu Hajar

Wakil Bendahara : Koyimah Yusuf, S.Pd.
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10. Partai Karya Peduli Bangsa (PKBP)

a. Sejarah Singkat PKPB

Cikal bakal Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) adalah ormas bernama
Karya Peduli Bangsa yang diprakarsai oleh mantan Presiden Soeharto.
Oleh Hartono, eks KSAD yang dikenal dekat dengan Keluarga
Cendana, ormas itu ditingkatkan menjadi parpol yang didirikan pada 9

September 2002.

Saat mendirikannya, Hartono menyebut hal itu sebagai langkah dalam
menyikapi perubahan politik yang terjadi yang dinilai telah mulai
luntur dari tujuan reformasi. Keluarga Cendana ikut terlibat sebagai
anggota PKPB. Meski begitu, PKPB menolak jika dikatakan PKPB
adalah Partai Orba atau Partai Cendana. "Kami tidak pernah menerima
sesenpun bantuan keuangan dari keluarga Cendana, PKPB adalah

partai mandiri," ungkap Sekjen PKPB Hartarto.

Menjelang hujung tahun 2003, setelah diluluskan sebagai partai peserta
pemilu 2004, PKPB mendeklarasikan putri sulung Mantan Presiden
Soeharto, Hj. Siti Hardijanti Rukmana yang akrab disapa Mbak Tutut
sebagai calon presiden dari PKPB. Namun niat mengusung Mbak
Tutut akhirnya urung dilaksanakan setelah pada hasil Pemilu 2004,
PKPB yang bernomor urut 14 hanya memperoleh 2,11% suara secara

nasional dan 2 kursi di DPR RI.
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Pada tahun 2008, untuk berpartisi kembali dalam pemilu 2009, PKPB
sempat mengubah namanya menjadi Partai Karya Pembangunan
Bangsa dengan lambang partai baru yang tidak jauh berbeda. Namun,
setelah UU Pemilu yang baru mengizinkan partai peserta pemilu 2004
berkompetisi kembali pada pemilu 2009, PKPB menggunakan kembali
nama lama, yakni Partai Karya Peduli Bangsa, namun tetap

mempertahankan lambang yang baru.

b. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKPB Lampung

Susunan Pengurus
DPD PKPB Provinsi Lampung
Masa Bakti 2011-2016

Ketua : Kol (Purn). Hi. Sunardi, S.Sos., MH.
Wakil Ketua : Hi. Nadirsyah Anoem

Wakil Ketua : Hi. Abdul Hakim Rasyid, ST.
Wakil Ketua : Hi. Soewondo, SE.

Wakil Ketua : Hi. Rusdi Haryono, MM.
Wakil Ketua : Wayan Sudiksa, S.IP.

Wakil Ketua : Hj. Wardiyati

Wakil Ketua . Hj. Triwiyati

Sekretaris : Tamsil Zainal

Wakil Sekretaris : Pandawa, ST.

Wakil Sekretaris : Herman On

Wakil Sekretaris : Purwigati

Wakil Sekretaris : Vera Fricilia, SE.
Bendahara : Hi. Mardiantakus, SH

Wakil Bendahara : Kiki Dwi Susanti, A. Md.
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11. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)

a.

Sejarah Singkat PDK

Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), sebelumnya bernama Partai
Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK), adalah salah satu partai
politik di Indonesia. Dalam Pemilu 2009, partai ini bernomor urut 20.
PPDK didirikan pada 22 Juli 2002 oleh tiga (3) orang pengamat
politik, Ryaas Rasyid dan Andi Mallarangeng serta Herman
Haeruman. Deklarasi dilaksanakan di Hotel Indonesia yang dihadiri
oleh  mengko polkam saat itu bapak Susilo Bambang

Yudoyono.dihadiri kurang lebih 1000 orang simpatisan partai.

Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan dalam Pemilu tahun 2009
akan  berubah nama menjadi PARTAI DEMOKRASI
KEBANGSAAN (PDK) berikut gambar logo Partai, Keputusan ini
disepakati oleh utusan Dewan Pengurus Provinsi Partai Persatuan
Demokrasi Kebangsaan seluruh Indonesia pada acara Rapimnas
tanggal 26-28 Oktober 2007 di Hotel Mercure-Ancol Jakarta. Dengan
adanya perubahan tersebut menjadikan Partai Demokrasi Kebangsaan
semakin mantap melaju berperan dalam kancah dunia perpolitikan di

Indonesia dengan tanpa berfusi dengan Partai lainya.



b. Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PDK Lampung

Ketua Umum
Ketua

Ketua

Ketua

Ketua

Ketua

Ketua

Ketua

Ketua

Ketua

Ketua
Sekretaris Umum
Sekretaris
Sekretaris
Sekretaris
Sekretaris
Sekretaris
Bendahara Umum
Bendahara
Bendahara
Bendahara
Bendahara

C. Keterangan Informan

Susunan Pengurus
DPP PDK Provinsi Lampung
Masa Bakti 2011-2015

: Hi, Khamamik, SH.

: Aminullah, BA.

. Ir. H. Hendra Djais

> Ir. Joni Hidayat

: M. Yatim Santosa

: Hj. Zuliana Abidin, SE, MM.
: Sakban Thayib

: Mohammad Yasin

: Alamsyah Pasma Wijaya, SH.
: Oscar Ompu Singa

: Muhammad Yamin

. Ir. Hj. Octoria Herrykadewi
: Mahdalena, SH.

: Abdul Malik, B.Sc.

: Ansyori Syam, S.Ag.

: Miftah

: Yasir Rifa’at

: Budi Yuhanda, SH.

: Muhammad Tohir, SH.

: Eman, SH.

: Desari, SE.

: Supriyanto
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Sumber informan dalam penelitian ini didapatkan dengan menggunakan

metode purposive sampling. Informan yang menjadi sumber data dalam

penelitian ini adalah para pengurus-pengurus partai politik di Provinsi

Lampung. Tabel dibawah adalah data informan yang dapat penulis

wawancarai:



Tabel 4. Keterangan Informan
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No Nama Umur Jabatan Pekerjaan Pendidikan
1 2 3 4 5 6
1. | Fajrun 49 Sekretaris Wiraswasta SMA/
Najah Tahun | DPD Partai Tidak
Ambhad Demokrat Tamat S1
Provinsi
Lampung.
2. | Drs. Hi. 46 Wakil Anggota S1
Tulus Tahun | Ketua DPD | DPRD
Purnomo. PDIP Provinsi
Lampung/ | Lampung
Ketua
Fraksi PDIP
DPRD
Lampung
3. | IsmetRoni, |51 Sekretaris Anggota S1
SH. Tahun | DPD | | DPRD
Partai Provinsi
Golkar Lampung
Provinsi
Lampung
4. | Drs. Hi. 46 Ketua Anggota S1
Gufron Azis | Tahun | Umum DPRD
Fuadi DPW PKS | Provinsi
Provinsi Lampung
Lampung
5. | Ahmad 49 Wakil Anggota S1
Bastari, Tahun | Ketua DPW | DPRD
S.Sos. PAN Provinsi
Lampung / | Lampung
Ketua Pusat
Komunikasi
Politik
DPW PAN
Lampung.
6. | Hi. 41 Sekretaris Pengusaha S1
Pattimura, | Tahun | DPD Partai
SE. Gerindra
Provinsi
Lampung
7. | Ir. Hj. 49 Bendahara | Anggota S2
Nurhasanah | Tahun | DPD Partai | DPRD
, MM, Hanura Provinsi
Provinsi Lampung
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Lampung /
Ketua
Fraksi
Hanura
DPRD
Lampung
8. | Drs. Hi. 46 Ketua DPW | Anggota S1
Musa Tahun | PKB DPRD
Zainudin Provinsi Provinsi
Lampung Lampung
9. | Kol (Purn) |64 Ketua DPW | Anggota S2/
Hi. Sunardi, | Tahun | PKB DPRD Lemhanas
S.Sos, MH Provinsi Provinsi RI
Lampung Lampung
10. | Hi. MC. 55 Ketua DPW | Wiraswasta S2
Imam Tahun | PPP
Santoso, Provinsi
SH, MH. Lampung
11. | Ir. Hj. 50 Sekretaris Anggota S1
Octoria Tahun | Umum DPP | DPRD
Herrykadew PDK Provinsi
i Provinsi Lampung
Lampung

Berdasarkan tabel informan di atas, 11 (sebelas) informan tersebut merupakan
pengurus-pengurus inti pada partai politik yang ada di Lampung, yang secara
posisi menempati jabatan strategis pada kepengurusan partai politik,
kemudian memiliki reputasi yang jelas, dan pengaruh dalam partai politiknya
masing-masing. Informan diatas penulis pilih untuk dijadikan informan utama
dalam mendapatkan data primer pada penelitian ini. Penggalian dalam
memperoleh data, penulis melakukannya dengan cara wawancara mendalam
kepada setiap informan tentang wacana pemilihan gubernur oleh DPRD

provinsi dilihat dari dua aspek. Pertama, aspek respons, dan yang kedua,

aspek sikap.



